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ABSTRAK : - Berdasarkan Ketentuan  Perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk 

memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna 
mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dalam rangka 
menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu 
adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan 
dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam 
suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Berdasarkan ketentuan Pasal 
26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 
Cipta Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah; Dengan hal tersebut perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2026; 

-  Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 ; Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 . 

- Dalam Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun; Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau 
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 September 2025 
dan ditetapkan 30 September 2025 

- Jumlah Halaman  6  Hlm. 
- Jumlah Lampiran : 1128 Hlm. 

 


